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Abstrak

Balik nama tanah warisan merupakan proses penting dalam hukum agraria di Indonesia yang
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada ahli waris sebagai pemilik sah tanah yang
diwariskan. Proses ini melibatkan pendaftaran peralihan hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 5/1960 mengenai
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7/2019. Regulasi
tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan prosedur, termasuk insentif
berupa penghapusan biaya jika pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Proses ini
memberikan kepastian hukum, dan mencegah potensi konflik antara ahli waris maupun dengan pihak
ketiga yang berkepentingan. Dengan adanya balik nama, tanah warisan yang telah tercatat secara
resmi atas nama ahli waris dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kegiatan ekonomi maupun
keperluan lainnya. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti
rendahnya pemahaman masyarakat, akses terbatas ke layanan pertanahan di daerah terpencil, serta
kerumitan birokrasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah strategis seperti
sosialisasi prosedur balik nama, penguatan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), digitalisasi
layanan pertanahan, dan penyederhanaan prosedur administrasi. Selain itu, pemerintah juga perlu
memperluas akses layanan pertanahan melalui kebijakan seperti Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL). Kolaborasi antara pemerintah, PPAT, dan masyarakat sangat penting untuk
memastikan keberhasilan proses ini. Dengan pendekatan yang komprehensif, balik nama tanah
warisan dapat memberikan manfaat hukum dan sosial secara maksimal serta mendukung tata kelola
pertanahan yang lebih baik.

Kata Kunci: Balik nama tanah, warisan, hukum agraria, kepastian hukum, konflik tanah, PPAT,
digitalisasi layanan.

Abstract
The renaming of inherited land is an important process in agrarian law in Indonesia that aims to
provide legal certainty to the heirs as the legal owners of the inherited land. This process involves the
registration of the transfer of land rights from heirs to heirs based on applicable laws and regulations,
such as Law No. 5/1960 concerning the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA), Government
Regulation No. 24/1997 concerning Land Registration, and Regulation of the Minister of Agrarian and
Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 7/2019. The regulation provides a clear legal
basis for the implementation of the procedure, including incentives in the form of elimination of fees
if registration is carried out within a certain period of time. This process provides legal certainty, and
prevents potential conflicts between the heirs and with interested third parties. With the change of
name, inheritance land that has been officially registered in the name of the heirs can be used
optimally, both for economic activities and other purposes. However, implementation on the ground
still faces challenges, such as low public understanding, limited access to land services in remote areas,
and bureaucratic complexity. To overcome these obstacles, strategic steps are needed such as
socialization of name change procedures, strengthening the role of Land Deed Making Officials (PPAT),
digitizing land services, and simplifying administrative procedures. In addition, the government also
needs to expand access to land services through policies such as Complete Systematic Land
Registration (PTSL). Collaboration between the government, PPAT, and the community is essential to
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ensure the success of this process. With a comprehensive approach, the renaming of heritage land
can provide maximum legal and social benefits and support better land governance.

Keywords: Land name change, inheritance, agrarian law, legal certainty, land conflict, PPAT,
digitization of services

PENDAHULUAN

Legalitas kepemilikan tanah menjadi isu yang sangat penting dalam hukum agraria di
Indonesia, terutama terkait tanah warisan. Tanah sering menjadi aset berharga yang
diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang
tinggi, tetapi juga nilai emosional dan historis bagi keluarga pewaris. Namun, dalam banyak
kasus, status kepemilikan tanah warisan masih tercatat atas nama pewaris yang telah
meninggal dunia. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan status hukum tanah tersebut, yang
pada akhirnya berpotensi memicu konflik di antara ahli waris maupun dengan pihak ketiga.
Ketidakpastian ini menimbulkan sengketa, dan menghambat ahli waris untuk memanfaatkan
tanah tersebut secara maksimal, baik untuk kebutuhan keluarga maupun untuk aktivitas
ekonomi (Roestamy, 2022).

Ketidakjelasan status hukum tanah warisan juga membuka peluang bagi pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab, seperti mafia tanah, untuk menyalahgunakan situasi tersebut.
Tanah yang belum dibalik nama menjadi rentan terhadap klaim sepihak atau penguasaan
secara ilegal. Situasi ini menunjukkan pentingnya proses balik nama tanah warisan sebagai
langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris. Proses ini bukan hanya
sekadar formalitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk melindungi hak-
hak ahli waris, mencegah potensi sengketa, dan memastikan bahwa tanah dapat dikelola
secara optimal (Puteri & Jamilah, 2023). Dengan demikian, proses balik nama tanah warisan
memiliki peran sentral untuk menciptakan keadilan hukum dan mendukung tata kelola
pertanahan yang lebih baik di Indonesia.

Secara hukum, ketidakjelasan status kepemilikan tanah warisan bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum yang diatur dalam UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA). Kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam hukum agraria,
yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah sekaligus mencegah terjadinya
perselisihan. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk

mengatur tata cara balik nama tanah warisan, seperti PP No. 24/1997 mengenai Pendaftaran
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Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
7/2019. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan balik nama
tanah warisan serta mendorong masyarakat Agar dapat segera memproses pendaftaran
pengalihan hak atas kepemilikan tanah (Widiyono, 2022).

Meskipun regulasi terkait balik nama tanah warisan telah tersedia secara lengkap,
pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu
tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya proses
balik nama tanah. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang belum menyadari
bahwa status hukum tanah warisan yang tetap tercatat atas nama pewaris dapat
menimbulkan berbagai risiko hukum, seperti sengketa antar ahli waris atau klaim dari pihak
ketiga yang tidak berhak. Selain itu, akses yang terbatas ke layanan pertanahan di daerah
terpencil menjadi hambatan tersendiri. Keterbatasan ini disebabkan oleh minimnya
infrastruktur layanan, dan kurangnya tenaga ahli atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
yang tersedia untuk membantu masyarakat untuk mengurus proses administrasi. Akibatnya,
banyak ahli waris yang kesulitan untuk memulai atau menyelesaikan proses balik nama tanah,
yang pada akhirnya memperpanjang ketidakpastian hukum atas tanah warisan tersebut
(Gultom et al., 2020).

Selain itu, sistem birokrasi yang tidak sederhana serta membutuhkan waktu yang
cukup banyak sering menjadi alasan mengapa banyak ahli waris menunda bahkan
mengabaikan proses balik nama tanah warisan. Banyak masyarakat yang menganggap proses
ini membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang lama sehingga mereka cenderung menghindari
atau menunda pengurusan dokumen legal tersebut. Padahal, penundaan ini berpotensi
menciptakan risiko hukum yang lebih besar di masa depan, seperti sengketa tanah yang sulit
diselesaikan atau penyalahgunaan tanah oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Adanya proses
balik nama tanah warisan harus dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum
bagi ahli waris, serta mendukung tata kelola pertanahan yang lebih baik di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya proses balik nama tanah
warisan untuk memberikan kepastian hukum kepada ahli waris dan mencegah potensi konflik
di masa depan. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan balik nama tanah warisan, sekaligus merumuskan solusi yang

dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan yuridis normatif
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digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji landasan hukum yang mendasari proses balik
nama tanah warisan, termasuk UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, dan Permen ATR/BPN No. 7
Tahun 2019.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya balik nama tanah warisan serta mendorong
pemerintah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pertanahan. Selain itu, penelitian
ini juga memberikan rekomendasi konkret, seperti perlunya sosialisasi prosedur balik nama
tanah secara masif, penguatan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mempercepat
proses administrasi, dan percepatan digitalisasi layanan pertanahan untuk meningkatkan
aksesibilitas masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan
dapat mendukung terciptanya kepastian hukum, keadilan sosial, dan stabilitas dalam

pengelolaan tanah warisan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada
analisis terhadap ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan,
doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan untuk
menganalisis secara mendalam berbagai regulasi terkait proses balik nama tanah warisan,
seperti UU No. 5/1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), PP No.
24/1997 mengenai Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 7/2019. Kajian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara
teori hukum dan implementasi di lapangan terkait administrasi pertanahan.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan balik nama tanah warisan. Bahan hukum sekunder
berupa literatur, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan
bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk
memberikan penjelasan tambahan terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh

melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara
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mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, buku-buku, artikel,
serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan balik nama tanah warisan. Selain itu,
penelitian juga menggunakan data pendukung dari laporan resmi pemerintah, seperti laporan
implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diterbitkan oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode
deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan
akurat mengenai fakta-fakta hukum terkait balik nama tanah warisan. Selanjutnya, dilakukan
analisis normatif untuk mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada telah
diterapkan secara efektif untuk mencegah konflik tanah warisan dan memberikan kepastian
hukum kepada ahli waris. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala-kendala dalam
pelaksanaan regulasi tersebut, serta merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan
untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran vyang
komprehensif mengenai pentingnya balik nama tanah warisan untuk menciptakan kepastian
hukum, mencegah konflik, dan mendukung tata kelola pertanahan yang lebih baik di

Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas kepemilikan tanah menjadi salah satu isu mendasar dalam hukum agraria di
Indonesia. Hal ini seringkali menjadi pemicu konflik, terutama jika tanah atau rumah
merupakan warisan yang status kepemilikannya masih tercatat atas nama pewaris yang telah
meninggal dunia. Ketidakjelasan status hukum tersebut dapat menimbulkan sengketa antara
ahli waris maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karenanya, proses balik nama
tanah warisan menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum kepada ahli
waris. Langkah ini memberikan perlindungan hukum, dan mencegah munculnya
permasalahan di kemudian hari. Berdasarkan pendapat Mashdurohatun dan Wahyuningsih
(2023) dalam lingkup normatif, pentingnya balik nama tanah warisan didukung oleh berbagai
regulasi, seperti UU No. 5/1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan
PP No. 24/ 1997 mengenai Pendaftaran Tanah.
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Proses balik nama tanah warisan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat,
sebagaimana diatur pada PP No. 24/1997 perihal Pendaftaran Tanah. Pasal 42 ayat (1)
menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah karena pewarisan wajib didaftarkan ke Kantor
Pertanahan untuk memberikan kepastian hukum kepada ahli waris sebagai pemilik sah tanah
tersebut. Selain itu, Pasal 61 ayat (3) memberikan insentif berupa penghapusan biaya
pendaftaran jika proses peralihan hak diajukan dalam waktu enam bulan sejak pewaris
meninggal dunia. Ketentuan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong
masyarakat segera melakukan balik nama tanah warisan guna mengurangi risiko konflik dan
memastikan tertib administrasi pertanahan (Sutrisno, 2022).

Tahapan prosedur balik nama tanah warisan dimulai dengan persiapan dokumen yang
wajib dipenuhi oleh para ahli waris. Dokumen yang diperlukan meliputi Surat Kematian
pewaris sebagai bukti legal bahwa pewaris telah meninggal, Surat Tanda Bukti Ahli Waris yang
berfungsi untuk mengidentifikasi ahli waris yang sah, serta dokumen pendukung lainnya
seperti Akta Pembagian Hak Bersama yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). Akta ini menjadi bukti pembagian hak atas tanah atau bangunan di antara para ahli
waris yang ditandatangani secara sah. Salah satu regulasi yang menjadi dasar kewajiban ini
adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia No. 7/2019 merupakan revisi kedua dari Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN No. 3/1997 yang mengatur mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 24/1997 terkait dengan proses Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut
mengatur prosedur pendaftaran tanah, termasuk tanah yang diperoleh melalui proses
pewarisan. Permen ATR/BPN No. 7/2019 berperan penting untuk memfasilitasi peralihan hak
atas tanah karena waris, dengan memberikan prosedur administratif yang jelas dan terkini.
Dengan demikian, regulasi ini mendukung proses pewarisan tanah yang sah dan tertib, serta
memperkuat kepastian hukum bagi ahli waris (Sitepu, 2022).

Setelah seluruh dokumen yang diperlukan lengkap, ahli waris atau kuasanya dapat
mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat. Prosedur pendaftaran ini
mencakup pemeriksaan dokumen, penyesuaian data dalam buku tanah, serta penerbitan
sertifikat baru atas nama ahli waris. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 27/2019 perihal Pertimbangan

Teknis Pertanahan, jangka waktu penerbitan pertimbangan teknis khususnya untuk
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permohonan lokasi usaha dan pemenuhan komitmen adalah paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap. Proses yang relatif cepat ini menunjukkan
komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya
penyelesaian administrasi tanah warisan, guna mengurangi potensi konflik di masa depan. Jika
batas waktu tersebut terlewati karena keadaan darurat atau force majeure, Kepala Kantor
Pertanahan wajib segera memberi tahu pemohon dan instansi terkait sebelum 10 hari kerja
berakhir (Wirautama et al., 2022).

Manfaat dari proses balik nama tanah warisan sangat signifikan, baik dari sudut
pandang hukum maupun sosial. Dari sisi hukum, proses ini memberikan kepastian hukum
yang kuat kepada para ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah yang sah. Kepastian hukum
ini juga menjadi alat penting untuk melindungi ahli waris dari potensi sengketa di masa depan,
baik di antara ahli waris sendiri maupun dengan pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan prinsip
pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada pemegang hak atas tanah (Nasution et al., 2021).

Dari perspektif sosial, kepastian hukum yang diperoleh melalui balik nama tanah
warisan memberikan rasa aman dan keadilan bagi keluarga pewaris. Tanah yang telah dibalik
nama secara sah mencerminkan kejelasan status kepemilikan dan mencegah terjadinya konflik
keluarga yang sering timbul akibat ketidakjelasan pembagian hak warisan. Sebaliknya, jika
proses balik nama tidak dilakukan, tanah warisan tetap tercatat atas nama pewaris yang telah
meninggal dunia sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atau klaim sepihak
oleh pihak yang tidak berhak. Risiko ini sering dimanfaatkan oleh mafia aset tanah atau pihak-
pihak yang memiliki niat buruk untuk menguasai tanah secara tidak sah. Dalam hal ini, balik
nama tanah warisan menjadi langkah preventif yang penting untuk melindungi hak-hak ahli
waris dan menjaga stabilitas sosial di masyarakat (Wibowo et al., 2022).

Kesimpulannya, prosedur balik nama tanah warisan menjadi kewajiban hukum, dan
menjadi langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan sosial, dan stabilitas
keamanan atas aset keluarga yang diwariskan. Dengan landasan hukum yang jelas, seperti
UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan pendukung lainnya, proses ini memberikan
perlindungan yang kuat kepada ahli waris sekaligus mendorong tertib administrasi pertanahan

di Indonesia. Pemerintah perlu terus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya
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proses ini melalui edukasi hukum dan penyederhanaan prosedur administrasi sehingga
manfaat hukum dan sosial dari balik nama tanah warisan dapat dirasakan secara optimal oleh
seluruh lapisan masyarakat (Anugrawati et al., 2022).

Sertifikasi tanah terkait pewarisan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam
hukum agraria di Indonesia. Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang sah atas kepemilikan
tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA. Dalam kasus tanah warisan, sertifikat yang
telah dibalik nama menjadi dasar utama untuk membuktikan kepemilikan tanah di mata
hukum. Dengan memiliki sertifikat yang sah, ahli waris dapat melindungi hak mereka dari
berbagai ancaman, seperti klaim palsu dari pihak ketiga atau tindakan mafia tanah yang sering
memanfaatkan celah hukum akibat ketiadaan dokumen resmi (Limurti, 2022).

Apabila proses balik nama tidak dilakukan, risiko hukum yang dihadapi oleh ahli waris
menjadi sangat besar. Salah satu risiko utama adalah munculnya sengketa antara para ahli
waris. Banyak kasus menunjukkan bahwa konflik sering terjadi karena pewarisan hanya
dilakukan berdasarkan ucapan lisan tanpa didukung dengan dokumen hukum yang sah. Hal
ini dapat memunculkan perselisihan di mana lebih dari satu pihak mengklaim hak atas tanah
yang sama. Selain itu, tanah yang tidak jelas status hukumnya juga menjadi sasaran empuk
bagi mafia tanah yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil alih tanah secara ilegal
(Keumala, 2022).

Regulasi yang mendukung proses balik nama tanah warisan mencakup berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA), PP No. 24/1997, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7/2019 sebagai amandemen kedua dari
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 24/1997 mengenai Pendaftaran Tanah, menjadi landasan hukum yang
kokoh bagi masyarakat dalam menjalankan proses balik nama atas tanah yang diperoleh
melalui pewarisan. Pemerintah juga memberikan kemudahan berupa penghapusan biaya
pendaftaran bagi ahli waris yang segera mengurus peralihan hak setelah pewaris meninggal
dunia. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih proaktif untuk
mengurus administrasi tanah warisan sehingga potensi konflik dapat diminimalkan (Achmad

& Indradewi, 2022).
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Menurut Helmi (2021), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan
strategis terhadap proses balik nama tanah warisan. Sebagai pejabat yang berwenang, PPAT
memastikan bahwa seluruh prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. PPAT bertugas menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama yang menjadi dasar bagi
Kantor Pertanahan dalam rangka mengurus pencatatan perubahan hak. Tidak hanya itu, PPAT
juga berperan memberikan edukasi hukum kepada para ahli waris terkait pentingnya proses
balik nama dan dokumen pendukung yang harus disiapkan.

Tanah warisan yang tidak dibalik nama memiliki konsekuensi hukum yang serius dan
dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Ketidakjelasan status hukum tanah tersebut
membuat ahli waris kesulitan membuktikan hak mereka di pengadilan apabila terjadi
sengketa. Selain itu, tanah yang tidak dibalik nama rentan terhadap penyalahgunaan oleh
pihak ketiga, termasuk mafia tanah yang sering memanfaatkan celah hukum untuk mengambil
alih tanah yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Kondisi ini menimbulkan
kerugian material bagi ahli waris, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan
masyarakat secara luas (Herdiana & Saly, 2022).

Proses balik nama tanah warisan menjadi langkah strategis dan preventif untuk
memastikan kepastian hukum serta mencegah potensi konflik di masa depan. Sengketa tanah
sering terjadi karena kelalaian ahli waris untuk mengurus balik nama sehingga tanah tetap
tercatat atas nama pewaris yang telah meninggal dunia. Ambiguitas tersebut menciptakan
kesempatan bagi pihak tertentu untuk memanfaatkannya dengan menguasai tanah secara
ilegal. Selain itu, tanah yang tidak dibalik nama menyulitkan ahli waris untuk melakukan
aktivitas hukum, seperti menjual, menggadaikan, atau menjadikan tanah sebagai agunan
kredit. Dengan demikian, balik nama tanah warisan memberikan perlindungan hukum yang
kuat bagi ahli waris, dan menjadi solusi untuk menjaga stabilitas hukum dan sosial dalam
pengelolaan aset warisan (Firmansa et al., 2020).

Proses balik nama tanah warisan memiliki implikasi besar terhadap tata kelola tanah
secara nasional, terutama untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi
pertanahan. Pemerintah, melalui program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL), mendorong masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah mereka, termasuk tanah
warisan, guna menciptakan basis data tanah yang akurat. Langkah ini bertujuan meningkatkan

efisiensi administrasi pertanahan sekaligus meminimalkan potensi konflik tanah yang sering
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muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan (Wibowo et al., 2022). Balik nama tanah
warisan memberikan manfaat bagi individu ahli waris, dan berkontribusi pada perbaikan tata
kelola pertanahan secara nasional.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya balik nama tanah warisan perlu
ditingkatkan secara masif melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi hukum yang
sistematis. Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN), dapat mengadakan kegiatan penyuluhan hukum vyang bertujuan
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah (Pratama et al.,
2022). Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan hukum atau fasilitas
pendukung kepada keluarga kurang mampu agar mereka dapat mengurus balik nama tanpa
menghadapi kendala finansial. Langkah ini perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk
memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat jangka panjang dari proses balik nama
tanah warisan.

Dalam rangka mencegah sengketa tanah, pemerintah juga memiliki tanggung jawab
besar untuk memastikan bahwa proses balik nama tanah warisan berjalan dengan baik. Salah
satu upaya strategis yang telah dilakukan adalah mempercepat proses sertifikasi tanah melalui
program PTSL. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftarkan
tanah mereka, termasuk tanah warisan sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Dengan
adanya program ini, masyarakat didorong untuk lebih proaktif untuk mengurus sertifikasi
tanah serta melakukan balik nama sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Nugraha et al.,
2020). Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk mencegah sengketa sekaligus
memberikan kepastian hukum bagi ahli waris.

Balik nama tanah warisan merupakan langkah strategis yang penting bagi kepastian
hukum, dan bagi perlindungan hak-hak ahli waris. Dengan mengikuti prosedur yang telah
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ahli waris dapat memastikan status
hukum tanah yang mereka warisi. Hal ini juga mencegah potensi konflik di masa depan, baik
antar ahli waris maupun dengan pihak ketiga. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
proses ini harus terus ditingkatkan melalui edukasi hukum yang inklusif dan dukungan
pemerintah yang memadai (Urus et al., 2021). Dengan pendekatan yang komprehensif, upaya
ini dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah warisan yang

berlangsung secara efektif.
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Namun demikian, implementasi proses balik nama tanah warisan di lapangan sering
menghadapi berbagai hambatan. Kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang
prosedur hukum atau terbatasnya akses ke layanan pertanahan, terutama di daerah-daerah
terpencil, menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Pemerintah perlu memperluas
jangkauan layanan pertanahan, baik melalui digitalisasi sistem pelayanan maupun melalui
pembukaan kantor-kantor pelayanan baru di wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, bantuan
teknis dan fasilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan harus menjadi prioritas untuk
memastikan bahwa proses balik nama dapat dilakukan lebih mudah, cepat, dan efisien
(Mualam, 2020).

Keberhasilan proses balik nama tanah warisan bergantung pada kesadaran
masyarakat, dan efektivitas sistem hukum dan administrasi pertanahan. Kolaborasi yang erat
antara pemerintah, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan masyarakat menjadi kunci utama
untuk memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam hal ini, PPAT memiliki peran strategis sebagai pihak yang membantu ahli waris
mempersiapkan dokumen yang diperlukan serta memastikan bahwa setiap tahapan
administrasi dilakukan dengan benar. Dengan peran aktif PPAT, potensi kesalahan atau
kelalaian dalam proses balik nama dapat diminimalkan secara signifikan (Hamzah &
Mangarengi, 2023).

Pentingnya proses balik nama tanah warisan juga dapat dilihat dari perspektif keadilan
sosial. Tanah warisan sering menjadi salah satu aset paling berharga bagi keluarga, yang
memiliki nilai ekonomi, serta nilai sejarah dan emosional. Kepastian hukum atas tanah
tersebut menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak ahli waris, terutama mereka yang
bergantung pada tanah warisan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai sumber
keberlanjutan ekonomi keluarga (Herdiana & Saly, 2022). Dengan adanya kepastian hukum,
ahli waris dapat memanfaatkan tanah tersebut secara optimal, baik untuk keperluan pribadi
maupun untuk kegiatan ekonomi produktif yang mendukung kesejahteraan bersama.

Dari sudut pandang pencegahan sengketa, balik nama tanah warisan juga menjadi
langkah penting untuk meminimalkan potensi konflik. Banyak sengketa tanah yang terjadi
karena tidak adanya dokumen hukum yang jelas mengenai status kepemilikan tanah. Dalam
hal ini, sertifikat tanah yang telah dibalik nama menjadi alat bukti yang sangat kuat baik di

mata hukum maupun dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu, dokumen
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kepemilikan yang sah juga membantu mencegah klaim palsu atau penyalahgunaan oleh pihak-
pihak yang tidak berhak (Sulfian & Firdaus, 2022). Dengan demikian, balik nama tanah warisan
memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris, dan menciptakan stabilitas hukum dan
sosial dalam masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kepastian hukum, pemerintah juga
dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang segera melakukan balik nama tanah
warisan. Insentif ini dapat berupa penghapusan biaya administrasi, penyederhanaan
prosedur, atau pemberian fasilitas khusus di daerah-daerah yang memiliki tingkat kesadaran
hukum vyang rendah. Rini (2023) mengemukakan bahwa pemerintah juga dapat
menggabungkan proses balik nama tanah dengan berbagai program pendukung yang
diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti program bantuan
hukum atau inisiatif pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan tanah.
Langkah ini dapat mempercepat proses balik nama dan mendorong partisipasi masyarakat
secara lebih luas.

Proses balik nama tanah warisan juga memiliki dimensi strategis dalam pembangunan
nasional. Dengan meningkatnya jumlah tanah yang memiliki status hukum yang jelas,
pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya tanah untuk mendukung
berbagai kebutuhan pembangunan. Data kepemilikan tanah yang akurat juga mempermudah
perencanaan kebijakan yang lebih efektif, seperti redistribusi lahan, pengelolaan pajak bumi
dan bangunan, atau kebijakan tata ruang. Balik nama tanah warisan bermanfaat bagi individu
ahli waris, dan bagi negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Pentingnya proses balik nama tanah warisan juga terkait dengan keberlanjutan hukum.
Dengan adanya kepastian hukum atas tanah warisan, ahli waris dapat memastikan bahwa hak
kepemilikan tersebut dapat diteruskan kepada generasi berikutnya tanpa menghadapi
kendala hukum. Hal ini menciptakan kesinambungan hukum yang melindungi hak-hak ahli
waris saat ini sekaligus menjaga hak-hak generasi mendatang. Dalam hal ini, balik nama tanah
warisan menjadi langkah strategis yang menjaga stabilitas hukum, dan menciptakan keadilan
dan keberlanjutan sosial di masyarakat.

Kesimpulannya, balik nama tanah warisan memiliki peran yang sangat penting untuk
menciptakan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan melindungi hak-hak ahli waris.

Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
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ahli waris dapat memastikan bahwa tanah warisan memiliki status hukum yang sah dan dapat
dimanfaatkan secara optimal. Kolaborasi antara pemerintah, PPAT, dan masyarakat menjadi
kunci keberhasilan untuk melaksanakan proses ini. Dengan pendekatan yang komprehensif
dan berorientasi pada keadilan, tujuan untuk menciptakan tertib hukum dan kesejahteraan

melalui pengelolaan tanah warisan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Proses balik nama tanah warisan merupakan langkah penting untuk memberikan
kepastian hukum, melindungi hak-hak ahli waris, dan mencegah potensi sengketa di masa
depan. Dengan mematuhi tata cara yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi, seperti UU
No. 5/1960 (UUPA), PP No. 24/1997, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
BPN RI No. 7/2019 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN No. 3/1997, para ahli waris dapat menjamin bahwa tanah warisan yang dimiliki
memperoleh pengakuan hukum yang sah secara formal. Peraturan-peraturan ini memberikan
landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan balik nama tanah, sekaligus menciptakan
prosedur yang terstruktur dan terkini. Dengan adanya dasar hukum yang kuat ini, proses balik
nama tanah warisan memberikan kepastian hukum, dan berfungsi sebagai instrumen penting
untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas sosial.

Selain memberikan kepastian hukum, prosedur balik nama tanah warisan juga
memiliki manfaat sosial yang signifikan. Dengan kepastian hukum atas status tanah, ahli waris
dapat terhindar dari potensi sengketa, baik di antara sesama ahli waris maupun dengan pihak
ketiga. Hal ini juga memberikan rasa aman dan keadilan kepada keluarga pewaris. Sebaliknya,
jika proses balik nama tidak dilakukan, tanah warisan yang masih tercatat atas nama pewaris
yang telah meninggal dunia berisiko menjadi sasaran klaim sepihak oleh pihak yang tidak
berhak, termasuk mafia tanah. Balik nama tanah warisan menjadi langkah preventif yang
penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris dan menjaga stabilitas
sosial di masyarakat.

Untuk memastikan bahwa manfaat balik nama tanah warisan dapat dirasakan secara
optimal oleh masyarakat, diperlukan langkah strategis yang menyasar pada peningkatan
kesadaran, efisiensi prosedur, dan aksesibilitas layanan pertanahan. Pemerintah perlu

meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya proses balik nama tanah warisan melalui
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berbagai media, termasuk penyuluhan langsung di tingkat masyarakat desa dan daerah
terpencil. Selain itu, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dioptimalkan untuk
membantu ahli waris memahami dan menyelesaikan prosedur administrasi. PPAT juga dapat
berperan sebagai fasilitator untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sehingga
proses administrasi dapat berjalan lebih cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Digitalisasi layanan pertanahan juga perlu dipercepat untuk memberikan akses yang
lebih mudah kepada masyarakat. Dengan layanan berbasis teknologi, masyarakat dapat
mengajukan permohonan balik nama tanah secara daring sehingga waktu dan biaya yang
dikeluarkan dapat diminimalkan. Selain itu, penyederhanaan prosedur administrasi balik
nama tanah harus terus dilakukan, terutama dengan mengintegrasikan dokumen-dokumen
yang diperlukan ke dalam satu sistem terpadu. Hal ini akan memudahkan masyarakat yang
kurang memahami birokrasi untuk tetap dapat menyelesaikan proses balik nama tanah secara
efisien.

Pemerintah juga perlu memperluas jangkauan layanan pertanahan, terutama di
daerah terpencil yang sering menghadapi kendala akses terhadap layanan tersebut. Dengan
membuka kantor pelayanan baru atau menyediakan layanan keliling, masyarakat di wilayah
yang sulit dijangkau tetap dapat mengurus balik nama tanah tanpa menghadapi hambatan
geografis. Upaya ini perlu didukung dengan pelatihan dan fasilitasi khusus kepada masyarakat
kurang mampu sehingga mereka dapat mengurus balik nama tanah tanpa menghadapi
kendala finansial.

Untuk meningkatkan efektivitas proses balik nama tanah warisan, pemerintah perlu
memperluas sosialisasi mengenai prosedur balik nama tanah kepada masyarakat secara masif.
Peran PPAT harus dimaksimalkan untuk mempercepat proses administrasi dan memberikan
edukasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, digitalisasi layanan pertanahan harus
diprioritaskan agar masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, cepat, dan
efisien.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, proses balik nama tanah warisan dapat
berjalan lebih efisien, memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada ahli waris, dan
menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih baik. Kolaborasi antara pemerintah, PPAT, dan
masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan ini. Oleh karena itu, penting

bagi seluruh pihak untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap tanah warisan

Doi: 10.53363/bureau.v5i2.70 14



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 5 No. 2 Mei- Agustus 2025

memiliki status hukum yang sah sehingga kepastian hukum, keadilan sosial, dan kesejahteraan

masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.
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